KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA
PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi

Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan

dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemillhan Umum Kabupaten Purworejo

Penetapan Standar Operasional Prosedur Tata Cara
Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
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Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang
Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);
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5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
189);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2023 Nomor
377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/
Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 826);
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8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMERIKSAAN
AKURASI INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURWOREJO

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Tata Cara
Pemeriksaan Akurasi Informasi Publik di Lingkungan
Komisi Pemillhan Umum  Kabupaten  Purworejo
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman
dalam penyediaan Informasi Publik yang akurat kepada
masyarakat.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinyva

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIITAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

,K,epala b\ubb'aglan Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
pA \:P' LAY {n n Hubungan Masyarakat,

Ao Wijavadi
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA
PEMERIKASAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PEMERIKASAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 03 TAHUN 2026
TANGGAL: 4 SEPTEMBER 2026

TAHUN 2026
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PENGESAHAN

j 28 Standarisasi cara yang dilakukan pejabat dan pelaksana dalam
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan

oleh pejabat dan pelaksana dalam menyelesaikan pekerjaan yang

menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

Membantu pejabat dan pelaksana menjadi lebih mandiri.

Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas.

Menciptakan ukuran standar kinerja bagi pejabat dan pelaksana.

N P e

Memberikan informasi bagi upaya pengingkatan kompetensi pejabat dan

pelaksana.

8. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang
pejabat dan pelaksana dalam melaksanakan tugasnya.

9. Sebagai instrumen yang dapat melindungi pejabat dan pelaksana dari
kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan
penyimpangan.

10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

11. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan,
mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.

12. Standar Operasional Prosedur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 4 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

Salinan sesuai dengan aslinva
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIIIAN UMUM ttd.
KABUPATEN PURWOREJO

la Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, JAROT SARWOSAMBODO
@ﬁi&sg dan Hubungan Masyarakat,

\&

0o Wijavadi
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Nomor SOP |03 Tahun 2026

Tanggal 4 September 2026
Pembuatan
Tanggal 4 September 2026
Pengesahan
Disahkan KPU Kabupaten Purworejo
oleh
KOMISI PEMILIHAN UMUM Ketua,
KABUPATEN PURWOREJO
ttd.

Jarot Sarwosambodo

Nama SOP | TATA CARA PEMERIKASAAN
AKURASI INFORMASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
[DASAR HUKUM - KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1.. Memahami
Keterbukaan Informasi Publik; pendokumentasian,

pengarsipan, dan pengelolaan
informasi Publik;

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti |2. Memahami tentang Pelayanan
Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang | [nformasi Publik; dan

g . .. |3. Memahami d i
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi o a'rr'u = ; e
teknologi informasi.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023

tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan  Prosedur
Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum
dan Pemilihan;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten/Kota)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
Tahun 2019 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
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Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemililhan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

TAN/PERLENGKAPAN

SOP Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan
dan Pengelolaan Informasi Publik

1. Komputer/Printer/Scanner;
2.Jaringan Internet;
3. Alat Tulis Kantor;

PERINGATAN

CATATAN DAN PEHDATAAN

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka dapat
mengakibatkan tidak terjaminnya akurasi dan
kebenaran Informasi Publik yang disediakan dan/atau
disampaikan kepada masyarakat oleh Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

Pencatatan materi konten;
Laporan secara Dberkala
(mingguan dan/atau
bulanan).
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TATA CARA PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK

PELAKSANA PENDUKUNG
NoO. KEGIATAN PPID i S
Polebonia Pertimbanga PPID SRR Kelengkapan Waktu Output
n
1 |Menyerahkan rancangan konten e Dokumentasi Hari H setelah [Register
publikasi berupa dokumentasi ( ] minimal 4 kegiatan dokumentasi dan
kegiatan dan konten berita baik e Narasi Berita berlangsung konten
dalam bentuk video dan/atau foto A e Caption Kegiatan
maupun narasi hasil kegiatan dengan maksimal
kepada Tim Pertimbangan. 200 karakter
2 |Menerima rancangan konten Rancangan konten | H+1 Setelah [Tanggapan tertulis
publikasi berupa dokumentasi publikasi berupa | pengumpulan  |dari Tim
kegiatan dan konten berita dari dokumentasi kegiatan | dokumentasi Pertimbangan
PPID Pelaksana. dan konten berita. dan konten
3  |Melakukan pengecekan  dan Y Rancangan konten | H+1 Setelah [Tanggapan tertulis
mengoreksi  rancangan  konten publikasi berupa | pengumpulan  (dari Tim
dokumentasi kegiatan | dokumentasi Pertimbangan

publikasi berupa dokumentasi dan

konten yang diterima.

dan konten berita.

dan konten
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Memberikan keputusan dan Rancangan konten | H+1 Setelah |Register

pertimbangan terhadap < publikasi berupa | pengumpulan  |dokumentasi dan

dokumentasi dan konten berita dokumentasi kegiatan | dokumentasi konten

vang akan di upload di media dan konten berita. dan konten

sosial.

Mengunggah hasil dokumentasi Rancangan konten | H+1 Setelah [Dokumentasi dan

dan konten berita yang telah publikasi berupa | kegiatan konten berita yang

ditandatangani Tim Pertimbangan D dokumentasi kegiatan | berlangsung telah ditandatangani

Pelayanan Informasi, PPID dan — T dan konten berita Tim Pertimbangan

Atasan PPID Pembantu ke Media yang telah disetujui. Pelayanan Informasi,

Sosial. PPID dan Atasan
PPID Pembantu.

Salinan sesuai dengan aslinva
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIIIAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

}/_ﬁg@la Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

sl AR :

QO dan Hubungan Masyarakat,
/X ¥
/ N\ tf"\

-3
i

N d " c‘_:
\\Hfghda-v}'*a to Wijayadi

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 4 September 2026
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KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO




